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DPRD Apresiasi Bantuan Pemkot Samarinda 
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 10 Partai Politik Terima Dana Hibah 

SAMARINDA, TRIBUN – Dalam upaya mendukung kegiatan Partai Politik (Parpol) 

di Kota Samarinda, di tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyalurkan 

bantuan dana senilai Rp1,39 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi sepuluh Parpol 

yang memiliki masa bakti di periode 2019-2024, untuk membantu operasional 

sekretariat dan penyelenggaraan pendidikan politik. 

Penyerahan bantuan keuangan Parpol ini dilaksanakan pada hari ini, Senin (8/7/2024), 

di Senyiur Ball Room Lantai II Hotel Bumi Senyiur Samarinda. Dana tersebut 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda 

Tahun 2024 dan diharapkan dapat membantu Parpol dalam menjalankan fungsinya 

secara optimal. 

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam sambutannya menyampaikan harapannya 

agar bantuan keuangan tersebut dapat digunakan oleh Parpol secara bertanggung jawab 

dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

“Sebanyak 60 persen untuk pendidikan politik bagi masyarakat dan 40 persennya untuk 

kegiatan kesekretariatan partai. Harapannya dikelola secara transparan dan akuntabel,” 

ujar Andi Harun. 

Salah satu perwakilan partai penerima Bantuan Keuangan Parpol (Banpol), Helmi 

Abdullah selaku Ketua DPC Partai Gerindra Samarinda mengapresiasi pemerintah 

dalam upaya dan mendukung kegiatan berdemokrasi. Banpol yang diberikan tahun ini, 

kata Helmi, merupakan wujud nyata komitmen tersebut. 
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“Kami berterima kasih kepada Pemkot Samarinda yang telah memberikan bantuan rutin 

kepada seluruh Parpol di Samarinda. Penyaluran bantuan tahun ini pun terbilang lebih 

cepat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu di pertengahan tahun. Kami berharap 

penggunaan dana ini dapat dioptimalkan sesuai dengan harapan wali kota dan 

kebutuhan organisasi,” ujar Helmi. 

Di tahun ini, Helmi  menyebutkan bahwa pihaknya, yakni Partai Gerindra mendapatkan 

bantuan politik senilai Rp244,8 juta. Dirinya pun menyadari bahwa jumlah bantuan 

tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu, yang bernilai Rp367 juta. 

Namun, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda ini juga menegaskan bahwa pihaknya 

akan memaksimalkan penggunaannya, terutama untuk kegiatan konsolidasi dan 

pembinaan kader di seluruh tingkat ranting. 

“Namanya untuk kegiatan organisasi partai pastinya tidak perlu cukup, tetapi yang ada 

ini akan kita upayakan dan manfaatkan semaksimalnya,” ungkapnya. 

Sementara itu, adapun sepuluh partai politik yang menerima bantuan keuangan Parpol 

di tahun 2024, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Samarinda, 

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Samarinda, Partai Golongan Karya 

(GOLKAR) Kota Samarinda, Partai Keadilan Sejahteran (PKS) Kota Samarinda, Partai 

Nasional Demokrasi (NASDEM) Kota Samarinda, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

Kota Samarinda, Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Samarinda, Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) Kota Samarinda, Partai Demokrat Kota Samarinda, dan terakhir 

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Samarinda. (Advertorial/adv)  

 

Sumber berita:  

1. Tribun Kaltim, DPRD Apresiasi Bantuan Pemkot Samarinda, 09/07/24 

   

Catatan: 

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik 

(Permendagri 36/2010), fasilitasi adalah dukungan pemerintah daerah dalam 

membantu memudahkan penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik di daerah. 

2. Diatur dalam Pasal 2 Permendagri 36/2010 bahwa pedoman fasilitasi 

penyelenggaraan pendidikan politik bertujuan untuk:  

a. memberikan arah kepada pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi 

penyelenggaraan pendidikan politik; dan  

b. memberikan kemudahan bagi partai politik, partai politik lokal, organisasi 

kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga atau instansi vertikal di 
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daerah dalam mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik 

di daerah.    

  


